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Ujian Nasional Jadi Penentu Kehihisan
B Menanti Regulasi Pergantian PPDB Zonasi Menjadi Domisili ’

YOGYA, TRIBUN - Kementerian Pendidik-
an Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
RI mewacanakan perubahan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi men-
Yang pen-  jadidomisili. Ujian Nasional (UN) sebagai pe-
. . nentu ke iSW:

tin g kual litas k:mbal:lutlusam siswa juga bakal digulirkan
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
sen!ua seko (Disdikpora) di empat kabupaten dan satu
lah itu S$ama, "\ kota DIY satu pandangan untuk terlebih
ball( d" desa dulu menunggu informasi detail soal aturan
tersebut. Semakin cepat aturan mengenai
atau kota, regulasi itu turun ke daerah, maka akan se-

makin b

Seﬁdalmyﬂ Kepala ljmas Pendidikan Pemuda dan K menampu
ﬁdak ter'alu Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta,
timpang. ® kehalaman?
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Budi Santosa Asrori meng-
aku belum mendapatkan
informasi secara mendetail
terkait perubahan sistem
zonasi menjadi domisili ter-
sebut.

“Itu tidak berdasarkan KK,
tapi berdasarkan kondist riil
di mana anak itu tinggal. Do-
misili bisa dibuktikan dengan
KK juga, ada yang bilang be-
gitu. Sekarang tinggal me-
nunggu saja, karena masih
akan diufipublikkan minggu

lepan di Jakarta," kata Budi,
Jumat (24/1).

Namun, selaras dengan
penjelasan dari Kemendik-
dasmen RI, bahwa sistem
baru tersebut bakal menge-

Meski demikian, Budi ma-
sih menanti kepastian pe-
laksanaan UN dari Kemen-
dikdasmen, karena sampai
sejauh ini informasi yang
diterimanya baru sebatas
dari media massa. “Apapun
nanti keputusan pemerintah

pusat terkait dengan ases-~

‘men, kami akan mengikuti,”
cetusnya.

Kepala Disdikpora Kabu-
paten Bantul, Nugroho Eko
Setyanto berharap agar re-
gulasi atau aturan pasti soal
PPDB dengan sistem baru
tersebut segera terbit. Tuju-
annya, agar Disdikpora Ka-
bupaten Bantul bisa segera
‘mempersiapkan diri dan me-
nyesuaikan dengan peratur-
an baru itu.

Akan tetapi, Nugroho me-

bijakan tersebut.

“Ini belum ada aturan hi-
tam di atas putihnya, kami
belum dapat informasi apa-
apa. Kami masih menunggu
kebijakan terbaru. Kalau ta-
hun ajaran ini belum diberla-
kukan, maka kita di DIY se-
pakat masih ASPD," kata Ery.

Sekretaris Dinas Pendidik-

Sleman, Sri

Sementara itu, salah satu
orang tua murid, Nurcahyo
(39) mengaku belum terla-
Iu mengikuti perkembangan
terkait perubahan aturan itu.
Namun jika memang disesu-
aikan dengan jarak rumah,
maka akan lebih mudah.

“Kalau dulu kan, sistem-
nya harus memakai data ke-

an
Adi Marsanto mengungkap-
kan, berdasarkan informasi
yang diperoleh UN pada ta-
hun ini hanya diberlakukan
untuk jenjang pendidikan
menengah atas SMA/SMK.
Sedangkan jenjang SD/
SMP, yang menjadi kewe-
nangan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman, belum
diberlakukan. Ujian nasional
bagi pendidikan dasar dan

terkadang ada
yang sudah pindah domisili
tetapi belum mengurus data
Jadi sangat merepotkan. De-
ngan sistem yang sekarang
karena mengukurnya dari
rumah maka pasti lebih de-
Kat,” terang dia.

Menurut dia, sebenarnya
yang perlu diperbaiki dari
sistem pendidikan bukan-
lah soal jarak rumah dengan
sekolah. Tetapi, bagaimana

nyebut bahwa p

depankan jarak rumah ke se- ~ sudah menyiapkan panita
kolah sebagai kriteria utama,  terkait sistem baru tersebut.
bukan penilaian berdasar do- ~ Kemudian, akan disampai-
kumen kependudukan. kan ke Bupati Bantul untuk

Budi tak fe- “Mi-

nomena menumpang Kar-
tu Keluarga (KK) selama ini
menjadi problem yang sering-
kali dikeluhkan dalam jalur
zonasi di Kota Yogya. “Tapi
kami administrasinya sudah
sesuai aturan. Aspek akunta-
bilitas dan taat pada aturan,
itu saja yang kami pegang,”
ungkapnya,

la menegaskan, secara ga-
ris besar, PPDB tingkat SD
dan SMP di Kota Yogyakarta
sudah mengkombinasikan
sistem yang mengakomodir
seluruh peserta didik. Baik
itu, calon siswa yang tem-
pat tinggalnya dekat dengan
sekolah, kurang mampu, di-
sabilitas, hingga murid berp-
restasi.

“Ini sudah sesuai dengan
apa yang menjadi program
pemerintah. Kami sudah
‘mengakomodir semuanya di
PPDB SD dan SMP,” katanya.

Terkait UN sebagai penentu
kelulusan siswa, Budi mem-
berikan respons positif, mes-
ki di DIY selama ini sudah
‘menerapkan Asesmen Stan-
dardisasi Pendidikan Daerah
(ASPD). UN yang menjadi da-
sar kelulusan peserta didik,
diyakini dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa.

“UN menjadi alat seleksi
PPDB yang lebih mencermin-
kan rasa keadilan. Itu diha-
rapkan menjadi alat untuk
memotivasi anak supaya ra-
Jin belajar,” ungkap Budi.

Di samping itu, ia menye-
but, hasil UN bisa dijadikan
patokan untuk Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB),
yang selama ini skema-ske-
ma penggantinya menuai pro

*dan kontra dari warga ma-
syarakat.

salnya ada hal-hal lain, maka
akan kami sesuaikan,” urai

baru diberlakukan tahun de-

pan.

Adapun soal PPDB zonasi
yang berganti menjadi domi-
i, pihaknya masth menung-
gu kebijakan lebih lanjut dari
Pemerintah Pusat. “Pada in-

Nugroho. tinya kami sendika dawuh
Nugroho i (siap tigas),
regulasi tersebut dimung- tegak lurus dengan (kebfjak-

turun awal Februari
2025. “Lebih cepat lebih baik.
Kalau bisa Januari 2025, re-
gulasinya turun karena ada
penyusunan peraturan bu-
pati yang tidak' sebentar,”
ucap dia. -
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga (Dis-
dikpora) Kulon Progo, Nur
Wahyudi menilai perlu ada
kajian mendalam soal ke-
bijakan baru tersebut, baik
skema pelaksanaan PPDB
yang kini menjadi SPMB dan

juga UN.

Pihaknya pun juga per-
Iu berdiskusi dengan Dinas
ikan d

an) Kemendikdasmen,” im-
buh dia.

solusi bahwasanya seluruh
sekolah bisa memberikan ku-
alitas pendidikan yang baik.

“Dengan begitu, hal-hal
seperti ini tidak perlu terjadi,
sebab mau sekolah dimana
pun anak dipastikan menda-
patkan porsi pendidikan
sama tadi,” urainya.

Evi, orang tua siswa asal
Kapanewon Pengasih, Kulon
Progo mengaku setuju jika
UN kembali dil

Lebih

Roni (44), warga Kapane-
won Kretek, Kabupaten Ban-
tul mengaku, belum bisa ber-
komentar banyak soal ren-
cana perubahan jalur zonasi
menjadi domisili dan peng-
adaan kembali UN. “Karena
menurut saya, sampai saat
ini, aturan itu belum jelas,”
tuturnya.

Meski demikian, piaknya
berharap penerimaan peser-
ta didik baru nanti dapat di-
berikan dengan sistem yang
benar-benar adil. Jangan se-
PPDB sebe-

i
kota DIY lainnya.

Sebab selama ini pelaksa-
naan arahan dari pusat me-
nyesuaikan kondisi di dae-
rah. Pemerintah daerah pun
diberi keleluasaan untuk
mengatur penerapan arah-
an sesuai kondisi masing-
masing.

Kajian juga diperlukan un-
tuk pelaksanaan UN. Apa-
lagi di DIY sudah ada ASPD
(Asesmen Standarisasi Pen-
didikan Daerah), yang menu-
rut Nur sudah setara dengan
UN. “Perlu ada komunikasi
dengan kabupaten/kota la-
innya agar ada persamaan
persepsi,” ujarmya.

Kepala Dinas Pendidik-
an Kabupaten Sleman, Ery
Widaryana mengaku belum
‘mendapatkan informasi lebih
detail dan masih menunggu
petunjuk teknis maupun pe-
doman pelaksanaan dari ke-

perti
lumnya yang menggunakan
sistem zonasi.

“Kalau sistem zonasi tidak
adil, karena yang rumahnya
dekat dengan sekolah bisa
jadi dapat sekolah yang jauh.
Begitu sebaliknya,” ucap
Roni.

Untuk UN yang akan kem-
bali diadakan, Roni menilai
bahwa sistem tersebut cukup
positif dan meningkatkan
daya saing kecerdasan anak
yang kompetitif. “Kalau ada
sistem UN lagi, menurut saya
anak-anak jadi lebih kompe-
titif dalam menimba ilmu di
sekolah,” kata dia. = *

Sementara itu, Dodon
(48), warga Kapanewon Je-
tis, mengaku, mendukung
dengan program pemerintah
yang baru dalam meningkat-
kan mutu pendidikan. “Sela-
ma itu positif, saya akan du-
kung itu,” tutup dia.

“UN ini jadi motivasi pelajar
untuk lebih semangat bel-
ajar, sebab sejak tidak UN
mereka mengesampingkan
belajar karena sudah pasti
diterima sekolah,” jelas Evi.

Evi yang memiliki anak
kelas 2 SMP ini melihat, UN
akan membuat pelajar terbia-
sa dengan target, usaha, dan
persaingan nilai. Persaingan
nilai ini pun bisa menjadi da-
sar dari proses penerimaan
pelajar di sekolah, tidak ha-
nya zonasi.

Dengan sistem zonasi, Evi
merasa persaingannya hanya
berdasarkan kedekatan jarak
pelajar dengan sekolah yang
dituju. Sedangkan jika meng-
acu pada nilai, maka proses
penerimaan pelajar akan le-
bih ideal.

“Anak saya pun juga se-
nang kalau ada UN, sebab dia
jadi punya target yang harus
dicapai, tidak hanya sekadar
‘masuk sekolah,” ujarnya.

Nuraini, warga Sleman,
menilai perubahan sistem
PPDB dari zonasi ke domisili
terkesan hampir serupa. Ar-
tinya tidak berbeda jauh. Hal
paling penting menurut dia

ah pemerataan kualitas
sekolah, baik sekolah di desa
maupun di kota. “Yang pen-
ting kualitas semua sekolah
itu sama, baik di desa atau
kota, setidaknya tidak terlalu
timpang,” Katanya. (aka/rif/
alx/nei/ndg)
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